BERITA DAERAH
'KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH ‘
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (3}
Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23
Tahun 2016 'tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kérja
Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dipandang
perlu menetapkan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah dengan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
e S Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
| Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang
" Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092); |

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan -
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

o
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoﬁesia Nomor 5234); ' |
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembafan Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494j;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, T?.mb;:han
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

‘dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 567 9); ’
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan - (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601); |
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedomarn Pembinaan - dan Pengawasan
Penyelenggaraén Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lenibaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
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11. Peraturan Daei‘ah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran
Dacrah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahua 2016
Nomor 10); .

12. Peraturan Bupati Kablipaten Tapanuli Tengah Nomor
23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
(Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun

2016 Nomor 23).

' MEMUTUSKAN :

-Méﬁetapkén . PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS . POKOK

1.
2.

DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH. '

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
' Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daersh dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas — luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

V'Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
‘Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

‘pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;

- Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;' ‘
. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
DPRD Kahupaten Tapanuli Tengah yang merupakan- Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah,; '

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

Adenga.n BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pemb‘éngunan " Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah;
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8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Kabupaten Tapanuli Tengah; |
0. ' Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

. Kabupaten Tapanuli Tengah;

- 10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan
. Pefnbangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah,;

11. Kepala Sub Bagian adalah Képala Sub Bagian pada Badan Pei'encénaan

| Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

12, Kepaia Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daeraih Kabupaten Tapanuli Tengah;

13. Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat ASN/ PNS
adalah ASN/PNS Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yeng
terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan

" tertentu, yang . jenis dan tugasnya serta personil ditetapkan dengan
Peraturan Kepala'» Daerah sésuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;

'15. Unit Pelaksana Teknis_ yang selénjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah jrang melaksanakan kegiatan teknis operasional
‘dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. ”

BAB II
ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

‘Bagian Kesatu
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Tipe B yang merupakan ‘unsur
pendukuﬁg yang dipimpin oleh seorang Kepéla Badan yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

| Pasal 3
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan

sebagian kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Dzerah.
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. Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

& menyusun rencana pembangunan tahunan daerah dibidang perencanaah,
| ‘pevnge'ndalian dan 'e‘zalllasi pembangunan daerah, bidang pemerintah,
kewilayahan dan pembangunan manusia, bidang pérékonomian,
. In_f_rastruktur dan Sumber daya alam, bidang penelitian dan pengembangan;
b. - menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; -
C. menyiépkan bahan - penyusﬁnan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
'Belanja Daerah; . |
d. " perumusan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembanguném Daerah
‘-dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
bidang pemeﬂntah, kewilayahan dan pembangunan manusia, bidang
-perekonomian, infrastruktur dan sumber daya alam;
e. melaksanakan penelitian dan pengembangan; |
melakukan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan
daerah; '

koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung; i

7

h. peningkatan kualitas sumber daya manusia. di bidang Perencanaan
| Pembangunan Daerah; | y ' .

i.'. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di
| bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

j.  pelaksanaan fungsi lain yang terkait yang diberikan oleh Bupati sesuai

- dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5
(1} Secara hirarki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari Kepala
| Badan, Sekretaris, Képala Bidang, Kepala Sub Bagian /Kepala Sub Bidang
~ dan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional, -
) (2) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari: |
. a. Kepala Badan;
b. Sekretariat; terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuaﬁgan dan Perlengkapan.

S



L —

c.rq‘

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di

-6-

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

terdiri dari:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;

2. Sub Bidang Pengendalian dan EvaluasilPembanguna.n;

3 Sub Bidang Data dan Pelaporan.

Bidang'Pemeri'ntahah, Kewilayahan dan Pembangunan Manusia, terdiri

dari:

1. Sub Bidang Pemerintahan;

2. Sub Bidang Kewilayahan,;

3. Sub Bidang Pembangunan Manusia.

Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan oumber Daya Alam, 'terdiri

dari:
1. Sub Bidang Perekonomian;
2. Sub Bidang Infrastruktur;

- 3. Sub Bidang Sumber 'Daya Alam.

. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Penelitian Sumber Daya Alam;

"~ 2. Sub Bidang Penelitié_m Perekonomian dan Koperasi;

3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
Unit Pelaksana Teknis. |
Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI .

Bagian Kesatu

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

pembangunan daerah;

Dalam melaksanakan‘ tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menyelenggarakan fungsi

Sebagé.i berikut:

a.

memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

urusan pemerintahan yang menjadi

bidang perencanaan
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b. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar
- pelaksanaan tugas pada Badan Perencanaan sesuai dengan Peraturan
Perundang - undangan yang berlaku;

. ¢.  merumuskan kebijakan ﬁerencanaan pembangunan daerah;

‘d. merumuskan kebij'aka'h perencanaan di bidang penelitian' dan

pengembangan;

‘e. menentukan‘,_ }kebijakan ~ teknis  pelaksanaan Penelitian dan

~ Pengembangan;
f. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretariat, Sub
Bagian, Bidang-bidang dan Sub Bidang di lingkungan Badan
- Perencanaan Pembangunan Daerah;

g. Amengorekm dan menandatangani surat—surat serta memaraf surat—

surat untuk ditandatangani Bupati;

- h. merumuskan kebuakan dan solusi pemecahan terhadap masalah -

masalah pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 1.  memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sehubungan

@

vdengan kebijakan penyelenggaraan tugas. Badan Perencanaan

‘Pernbangunan Daerah;

j-  koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang

perencanaan pembangunan daerah;

- k. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan

‘pembangunan daerah

1. pemantauan, pengawasan, evaluas1 dan pelaporan penyelenggaraan di

- bidang perencanaan pembangunan daerah;
m. - pelaksaanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan

fungsi.

Bagian Kedua

Sekretariat

’ y Pasal 7 _
Sekretariat Badan Pereﬁcanaan Pembangunan Daerah adalah Unsur Staf
yang d1p1mp1n oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertcmggung]awab langsung kepada Kepala Badan; _
Sekretaris mempun vai tugas membantu Kepala Badan dalam
menyelenggarakan peleyanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
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(3) | Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

a.

. Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:.

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan,

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan

lainnya yang berhubungan dengan pedomén pelaksanaan tugas
Sekretariat; \ '

menyusun langkah - langkah kerja/ kegiatan Sckretariat sesuai dengan

- rencana kerja yang ditetapkan;

mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam bel.‘bagai

~ bentuk sesuai dengan keperluannya;

mengkoc_)rdinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan Bidang-
bidang lainnya; _ .

mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sekretariat serta meneruskan
‘p'roses surat menyurat kepada Kepala Badan,;

mengelola. pelaksanaan ketatausahaan dan Kketatalaksanaan serta
rumahtangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
mengkdor@asikan- penyusunan anggaran Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah; '

melakukan urusan examinasi terhadap produk hukum, surat-
‘tnenyurat yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan Penelitian dan
Pengembangan Taﬁuhén di lingkungan Badan Perencanaan
?embangunan Daeréh;

menghimpim permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan

'saran;j‘pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Badan;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja

sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

' pem'binaan dan penataan organisasi dan tata laksana,;

koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan

melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:

a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
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Pasal 9

_Uraién tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Képegawaian pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas;

a.

h.

‘membantu Sekretaris imenyelenggarakan ketatausahaan, rumahtangga

.serta pengelolaan administrasi ka,pegawalan

merencanakan kegiatan dan. program kexja Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang — undangan

yang berlaku sebagcu pedoman kerja;

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang - undangan,
kebijakan teknis, pedoman serta bahan - bahan lainnya yang
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Keﬁegawaian.
mengumpulkan, mengolah data - dan informasi, mengiventarisasi
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang
berhubungan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
memberikan peiayan.a\'nj: naskah badan, kearsipan, perpustakaan,
komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, penerimaan
tamu, kehumasan dan protokoler; '

melayani keperluan dan kebutuhan serta peraiwatan ruang kézja, ruang

. rapat/pertemuan, komunikasi, dan sarana/prasarana kantor;

melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor serta
pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya; '

memfasilitasi usulan pengadaan, pe.ngahgkatan mutasi, kesejahteraan

pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan pemberian

sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun, serta pendxchkan dan
pelatihan pegawai;

membina dan mengarahkan peléksanaan tugas staf Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian; '

mengevaluasi pel;aksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas stal Sub Baglan Umum dan
Kepegawalan kepada Sekretaris;

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai

dengan tugasnya.
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(2 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai
tugas; |

- a.

Q.

membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan anggaran berbasis

kiriexja dan pertanggungjawaban administrasi keuangan dan

‘perlengkapan;

merencanakan kegiatan dan program kerja sub bagian keuangan dan

- perlengkapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang — undangan

yang berlaku sebagai pedoman kerja;

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang - undangan,

. kebijakan teknis, pedoman serta bahan ~ bahan lainniya yang

- berhubungan dengan tugas sub bagian keuangah dan perlengkapan;

mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengiventarisasi
permasalahar serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang
berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan keuangan dan
perlengkapan,;

melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaan, .veri_fikasi,
akuntansi, monev anggaran, dan pelaporan keuangan serta aset;
mérencanakan,- melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan kegiafan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

' melakéanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian
_Keuangan dan Perlengkapan; |

- melaksanakan administrasi keuangan dan perlengkapan;.

melaksanakan  pembinaan terhadap pemegang kas dan

penyimpanan/pengurus barang;

perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian,

menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan

Pengadaan penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;

" membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf sub bagian

keuangan dan perlengkapan.

mengevaluasi pelaksanaan tugas. staf sub Bagian ‘keuangan dan
perlengkapan. : | ' |

melaporkan hasil pela_ksanah tugas staf sub bagian keuangan dan
perlengkapan kepada Sekretaris;

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh sekretaris badan sesuai

aengan tugasnya.
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Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Péngendalian dan Evaluasi

Pembangunan Derah

Pasal 10

Bidarig Perencanaan, Péngendaﬁan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

adalah unsur pelaksana y'ang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
- berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan

tugas di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

" daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

' Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

o Daerah menyelenggarakan fi .mg31

‘a. melakukan analisa dan pengkcglan perencanaan dan pendanaan

pembangunan daerah

'b. inelakukan pengumpulan dan analisasi. data dan informasi

pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

c. " pengintegrasian 'dan harmonisasi program-program  pembangunan

di daerah;

- d. perumusan kebijakan .penyusunah perehcanaan, pengendalian,

evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
e. ' mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan ‘kebijakan

perencanaan dan penganggaran di daerah;

- £ melakukan evaluasi terhadap kebijakan perehcanaah pembangunan

daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta . hasil
rencana pembangunan daerah

g  melakukan pengendahan melalui pemantauan, supervisi dan tindak

- lanjut penyimpangan terhadap pencapalan tujuan agar program dan

kegiatan sesuai dengan kebljakan pembangunan daerah;

s h. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data

untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

i ~ menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;

 j.  melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik

sebagm bahan dokumentasi;

k. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
~ pembangunan daerah;
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l.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan- ‘keégiatan
pembangunan daerah; " ’
m. pengelolaan hasil analisis hasil evalua31 untuk peny1apan pelaporan

program dan kegiatan pembangunan daerah

n penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program
‘pembangunan daerah.

Pasal 11 _
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan .Evaluasi Pembangunan Daerah pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;

b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

" ¢. Sub Bidang Data dan Pelaporan.

Pasal 12
(1) Ura.iah tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan adalah; ‘
a pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekohomi makro daerah
(perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pe‘ndekatén
holistik integratif; ' |

b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model

ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan
" ekonormi makro daerah;

c. péngkoqrdinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan
pengembangan pendahaan pembangunan daerah, termasuk juga
kebijakan keuangan daerah; _

d. pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah; |
menyusun langkah-langkah kerja sesuai _'dengan rencana yang
_ditetapkan; | h .

f. . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan
Pendanaan dengan Sub Bidang lain; ,

- g memeriksa dan mengarahkén pelaksanaan tugas staf pada Sub Bidang
Perencanaan dan Pendanaan; | "

L. memberikan dan mengumpulkan bahan permasalahan dan

memberikan saran kepada Kepala Bidang Perencanaan, Peﬁgendalian

_ dan Evaluasi Pembangunan Daerah; | |
- i.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ' Kepala Bidang
- Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuéi

dengan tugas dan fungsinya.
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9 .
@ Ur aian tugas Kepala Sub Bldanyr Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
adalah: ’ ‘

- a.

menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan

- daerah sesuai kebu’ruhan .ebagal pedoman pelaksanaan 'rugas,

peniyiapan bahan pengen 1bangan sistem dan prosedur -evaluasi,
pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian,
perumusan kebijakan perericanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana
pemban gunan daerah;

'pengkoordmas1an evaluaS1 pengendalian dan pelaporan atas capa1an

pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak

lanjut penyimpangan terhada,p pencapaian tujuan agar program dan

- kegiatan sesuai dengan kebijalkan pembangunan daerah;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi

perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi,

pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah; L
melaksanakan evaluasi rem'ﬁana pembangunan secara  bulanan,

| tnwulan semester, dan tahuﬂan untuk menjad1 bahan penyusunan

| pro gram pembangunan daerahf selanjutnya;

‘menghimpun data hasil evaluas1 pembangunan daerah sesuai

: .program / keglatan bebagal bahan penyusunan pelaporan;

membuat laporan hasil / evaluas; rencana dan - pelaksanaan -
pembangunan daerah Sg,baaan bahan penilaian;

menyajtkan dan mengamank‘n data informasi pembangunan daerah;
menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara bteenJang sebagal bahan
penyusunan program lanjutantingkat kabupaten;

mengkonsultasikan pela-_ksain‘l an tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk iebih lanjut;

mengkoordinasikan pelaksana tugas dengan Kepala Bidang melalui

‘rapat/ pertemuan untuk penyatian pendapat;

membuat laporan hasﬂ pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi;

melaksanakan tugas lam yc\a?lg diberikan oleh Kepala Bidang
Perencanaan, Pengendahan dan valuasi Pembangunan Daerah untuk

keélancaran tugas kedinasan.
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Uraxan tugas Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan adalah:

a.

h.

melakukan pengumpulan data pembangunan daerah me1a1u1 survei
untuk mengetahui perkembangannya;
mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan

penyusunan rencana pembangunan daerah;

mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporé.n

program dan kegiatan péﬁlbangunan daerah;

menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program

pembangunan daerah;

menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai

acaan pelakoanaan tugas unit terkait;

'menvajlkan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai

- bahan informasi;

melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui
bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian

pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

rnenyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara
periodik sebagai bahan evaluasi;

mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

- mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Bidang melalui

rapat/pértemuan untuk ~penyatuan pendapat;

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
Bahan evaluasi;

melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perencanaan, Pehgendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah untuk

kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerin(tahan, Kewiiayahan dan Pemmbangunan Manusia

" Pasal 13

Bidang Pemerintahan, Kewilayahan dan Pem'bangunan Manusia adalah

unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. :

{
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Kepala Bidang Pemerintahan, Kewilayahan dan Pembangunan Manusia

'mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
- pemberian pendampinganl serta pemantauan dan evaluasi di bidang

' pemenntah kewilayahan dan pembangunan manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala

Bidang Pemerintahan, Kewilayahan dan Pembangunan: Manusia

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.

mengkoordinasikan Penyusuném dokumen perencanaan pembangunari
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

‘mengkoordinasﬂ{an Penyusunan Renstra Perangkat Daerah .dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah;

mengkoordinasikan Pelaksanaan MuSreﬁbang RPJPD, RPJMD dan
RKPD; o |

mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD dan RKPD;

mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD; '

mengkoordinasikan -Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkgt

Daerah Provinsi di Kébupaten‘; 4

rnengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan

Kementrian/Lembaga Negara di Kabupaten ;

‘mengkoordinasikan ' Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk

Prioritas Na.sional;'
mengkoordinasikan Pelaksanaan KeSepakatah Bersama Kerjasama
Antar Daerah; |

mengkoordmas1kan Pemblnaan teknis pereﬁcanaan kepada Perangkat

Daerah Prov1ns1,

mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepa&a Perangkat

- Daerah di Kabupaten.

Pasal 14

Bidang Pemerintahaﬂ, Kewilayahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari:

Sub Bidang Pemerintahan;

a.
b.

C.

Sub Bidang Kewilayahan;

Sub Bidang Pembangunan Manusia.
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 Pasal 15

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pemerintahan adalah:

a.

- M.

merancang penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah
(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) di sub bidang pemerintah;

menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah di sub bidang pemerintah;

merencanakan pelaksanaan AMusArenbang Rencana Pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di sub bidang pemerintah;

merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah
dan RPJMD di sub bidang pemerintah,;

membuat konsep pembinaan teknis perencaraan kepada Perangkat

. Daerah Provinsi di sub bidang pemerintah'
' membuat konsep pembmaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah Kabupaten,;

merencanakan pPlaksanaan - Kesepakatan dengan DPRD terkait

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) di sub bidang pemerintah;

merencanakan peleksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di

‘sub bidang pemerintah;

merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi;

merencanakan dukungan pelaksanacm kegiatan pusat untuk prioritas

Nasional di sub bidang pemerintah;

. merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar

Daerah di sub bidang pemerintah; ,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan
tu gas/penugasan;

melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran seksi
pemeﬂn‘gah dengan' satuan kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia
Anggaran,; . _ | :
melaksanakan evaluasi dan- pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Seksi pemerintah; ‘

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

- dengan tugas dan fungsinya.
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(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Kewilayahan adalah:

a.

m.

merancang penyusun “dokumen rencana Pembangunan daerah
{(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sub bidang kewilayahan;

menganahsls Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah sub b1dang kewilayahan;

merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan

'Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang kewilayahan; '

merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmon1sas1 RTRW Daerah

dan RPJMD sub bidang kewilayahan;

ﬁembuat konsep pembinaan teknis perenéanaan kepada Perangkat

Daerah Provinsi sub bidang kewﬂayahan, '

membuat konsep" pembmaan teknis perencanaan kepada. - Perangkat
Daerah Kabupaten sub bidang kewﬂayahan,

. merencanakan pelaksanaan kesepakatan' déngan DPRD terkait

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, 'RPJMD
dan RKPD) sub bidang kewilayahan; -

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
sub bidang kew11ayahan,

merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi sub bidang kewilayahan;

merencanakan dukungan pelaksanaan Kegia.fan Pusat untuk Prioritas

Nasional sub bidang kewilayahan;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama' Kerjasama Antar

‘Daerah sub bidang kewilayahan,;

memberikan saran dan bahan pertimbarigan képada Kepala. Bidang
dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; ‘

m’elaﬁo’rkan kepada Kepala Bidang  setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan; | ' S
menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran
sub bidang kewilayahan, V‘ |
melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana"anggaran sub bidaﬁg‘

kewilayahan dengan satuan kerja‘ terkait/Tim Anggarany/ Panitia

- Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatah sub
bidang kewilayahan,; |
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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(3) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia adalah:

a.

merancang penyusun = dokumen rencana Pembangunan daerah
(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sub bidang pembangunan manusia,
menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah sub bidang Pembangunan manusia;

merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang pembangunan manusia;

merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah

" dan RPJ MD sub bidang Pembangunan manusia;

membua;t konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah .§ub bidang Pembangunan manusia;

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah Kabupaten sub bidang Pembangunan manusia;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD  terkait

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD

dan RKPDj sub bidang Pembangunan manusia;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
sub bidang Pembangunan manusia; | ‘
merencanakan sinergitas dan hanhonisasi Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi sub b1dang Pembangunan manusia;

merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat uniuk Pnontas

~ Nasional sub bidang Pembangunan manusia;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar

- Daerah’'sub bidang Pembangunan manusia;

mémbem'kan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

nﬁelaporkan kepada Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan; |

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran
sub bidang Pembangunan manusia.

melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran sub bidang

-Pembangunan manusia dengan satuan  kerja  terkait/ Tim

Anggaran /Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaén tugas/kegiatan sub
bidang Pembangunan manusia;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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ﬁagian Kelima
Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Pasal 16

" Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam adalah unsur

pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. .
Kepala Bid.ang Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan

‘mengendalikan kégiatan, perumusan, penyusuhan,_ pélaksanaan

pengawasan, . evaluasi dan pelaporan bidang urusan perekonomian,

infrastruktur dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala
Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan .Sumber Daya Alam
menyelengggrakan fungsi sebagai berikut: | .,

a. menékoordinasikan 'Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
- daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

b. mehékdordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan

| Rencana Kerja Perangkat Daerah;
C. ﬁengkoordinasikan Pelaksanaan 'Musrenb'ang RPJPD, RPJMD dan
RKPD; -

d mengkoordinasikan '_Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait

RPJPD, RPJMD dan RKPD,; , '
e. melaksanakan Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian
~ -Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah .
f. r_nengl&{bordinasikan‘ Pelaksanaan Kesepakatan dengan ‘DPRD terkait
~ APBD: " |
g. inengkoordinasikan Sinergitas 'dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat
'Daerah Kabupaten; |
h. rhéngl<oordinasikan 'Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan
Kementerian/Lembaga di Kabupaten; . ’
i. . mengkoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk
" Prioritas Nasional; -
j. = mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama
Antar Daerah; |

k. ' mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah Kabupaten;
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 Pasal 17

Bidang _Perekonomian,' Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri déri:

. a.
b.

C.

(1)

Sub Bidang Perekonomian;

k.

_Sub Bidang Infrastruktur;
- Sub Bidang Sumber Ddya Alam.

Pasai 18

Uré.ia.n_ tugaé Kepala Sub Bidang Perekonomian adalah:
a.

merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sub bidang perekonomian;
menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah sub bidang perekonomian;

. merencanakan pélaksanaan' Musrenbang Rencana Pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang perekonomian;

merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah

'dan RPJMD sub bidang perekonomian;

membuat konsep pembinaan teknis perencanéan kepada Perangkat
Daerah Kabupaten sub bidang perekonomian;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

‘penyusunan dokumen rencana pembangunanl daergh (RPJPD, RPJMD

dan RKPD) sub bidang perekonomian;
merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD

sub bidang perekonomian;

merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah

- sub bidang perekonomian;

merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas
Nasional sub bidang perekonomian;

merenceinakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar
Daerah sub bidang perekonomian;

memberikan saran dan bahan pertimbangan ‘kepada Kepala Bidang
dalamr rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada' Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan; ' 4 |

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran

sub bidang perekonomian;
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m. melaksanakan aS1sten si/ pembahasan rencana anggaran Sub Bidang

pemerintah dengan satuan ker_]a terkait/ Tim Anggaran/ Panitia
Anggaran;

- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sub
| bidang perekonomiai:l;'

melaksanakan tugas lain yang d1ber1kan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsmya

(2)‘ Uraian tugaé Kepala Sub Bidang Infrastruktur adalah:

a.

Louds
.

k.

m.

merancang penyusun. dokumen rencana  pembangunan daerah

4 (RPJPD RPJMD dan RKPD) sub bidang infrastruktur;

menganahms Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah;sub bidang infrastruktur;

"merencan:akan pelaksanaan Musrenbang Rencana Peribangunan

Daerah (RPJ PD RPJMD dan RKPD) sub bidang infrastruktur;

' merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah

dan RPJMD sub bidang infrastruktur;

mu,mbua‘_t konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah Kabupateri sub bidang infrastruktur;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD
dan RKFD) sub b1dang infrastruktur;

-merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD

sub bldang mfrastruktur

| mu,rencanakan smergltas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah

sub bldang 1nfra%truktur

merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas
Nasional sub bldang infrastruktur;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar
Daerah sub bida;;lg infrastruktur; '
memnberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
dalam réngka péhgambilan keputiisan/kebijakan;

rhelaporkari_ képada Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan

tugas/penugasan;

~m‘enyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran

sub bidang infraisfmktur;
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- melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran sub bidang

infrastruktur dengan satuan kerja terkait/ Tim Anggaraf/ Panitia
Anggaran, | '

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas /kegiatan sub
,b1dang infrastruktur; “ '

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bldang sesua:&,
dengan tugas dan fungsinya. ‘

(3) Uraian tugas Sub Bidé.ng Sumber Daya Alam adalah:

a.

~ merancang penyusun dokumen rencana pembangunan da.erah

(RPJ PD,RPJMD, dan RKFD) sub bidang sumber daya alam;

menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah sub bidang sumber daya alam;

merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bldang bidang sumber dayd

‘alam

I.merencanakan pelaksanaan Sinergitas daﬁ Harmonisasi RTRW Daerah

dan RPJMD sub bidang sumber daya alam;
membuat konsep pembinaan teknis perencanaan _kepada Perangkat

Daerah Kabupaten sub bidahg sumber daya alam,;

‘merencanakan pelaksanaan kes‘epakatah' derigan DPRD terkait =

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD RPJMD

- dan RKFPD) sub b1dang suraber daya alam,;
merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkaJt APBD

sub bidang sumber daya alam; ,
merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah

sub bidang sumber daya alam;

- merencanakan dukungan pelaksanaan Keg1atan Pusat un'ruk Pri6ritas

Nasional sub bidang sumber daya alam;
merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar

Daerah sub bidang sumber daya alam;

memberikan saran dan bahan pertimbangan képada Kepala Bidang

dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

-melaporkan kepada Kepala Bidang setiap ‘selesai melaksanakan

tugas/penugasan;

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pélaksanaan anggaran

sub bidang sumber daya alam;
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melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran sub bidang
sumber daya alam'denga'n satuan kerja terkait/ Tim Anggaran/ Panitia

Anggaran;

- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sub

bidang sumber daya alam;

melaksanakan tuga-s, lain yang dibérikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang _Pen'elit_ian dan Pengembangan

Pasal 19

( 1) Bidang Penélitian dan Pehgembangan adalah unsur pelaksana yang

(2)

&)

- dipimpin oleh seorang Kepala Bi'dang | yang berada di bawah‘ dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Kepala Bidang Penelitian dan _ Pengembéngan mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan :

- kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan

pelaporan bidang penelitian dan pengembangan.

a.

S AN o A

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
‘Bidari’g Penelitian dan Pengembangah menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut: - '

mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang peneliian dan

| p‘engémbangan;
-mengkoordinasikan - Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang penelitian dan pengembangan;

melakukan penelitian dan pengem'béngan meliputi;
Urusan pemerintahan; '
Penataan daerah;

Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Perangkat daeréh; | |

Produk hukum daerah;

Pembangunan daerah;

Kependudukari da.ni'pencat'atan sipil;
Keuangan daerah; '
Pengelolaan badan usaha milik daerah:
10. Pelayanan publik;
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11, Partisipasi masyarakat;
' 12. Penyelenggaraan perkotaan;

13. Kerjasama daerah;

14. Pemerintah desa;

'15. Pengelolaan inovasi daerah;

- 16. Manajemen sistem informasi daerah;

17. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan,
18. Pengembangan sumber daya manusia pemerintahan daerah;

19. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

20. Implementasi kebijékan sektoral di daerah,;

-21. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;

22. Penyelenggaraan pemen'htahan daerah sesuai urusan dan
kewenangan pemerintah Kabupaten.
mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan

' RKPD bidang penelitian dan pengembangan;

mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang penelitian dan pengembangan; -

- mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait

APBD bidang penelitian dan pengembangan; _
mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat

Daerah Kabupaten bidang penelitian dan pengembangan;

mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan

Kementerian/Lembaga di Kabupaten bidang penelitian dan
pengembangan; _ .
mengkoordmaSIkan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk
Prioritas Nasjonal bidang penelitian dan pengembangan;
mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama
Antar Daerah bidang penelitian dan pengembangan'

mengkoordmas1kan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah Kabupaten bidang penelman dan pengembangan,;

perumusan dan penyusunan kebijakan di bldang penelitian dan

pengembangan. -

Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup - urusan pemerintahan

"daerah;

melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksénaan Kelitbangan di

. Pemerintahan daerah,;
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0. pelaksanaan fasilitas dan melakukan inovasi dan tekhnologi dalam
pemerintahan da'erah; '

p. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara

-+ Indonesia dan asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang

berwenang, serta pendampingan dan meminta laporan hasil penelitian;

'q. memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil
Kehtbangan

r. melaksanakan fﬁngsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

~dengan tugas dan fungsi.

Pasal 20
Bidang Penelitian dan Pehgembangan pada Badan Perencanaan 'Pembangunan'
Daerah terdiri dari:
a. Sub Bidang Penelitiani Sumber Daya Alam;

" b. . Sub Bidang Penelitian Perekonomian dan Koperasi;
C. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
Pasal 21

(1) Uralan tugas Kepala Sub Bidang Penelitian Sumber Daya Alam adalah:
| a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,
o . RPJMD, dan RKPD) sub bidang penelitian sumber daya alam;
b. | r’nenganalisié Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
' Daerah sub bidang penelitian sumber daya alam; ' -
- c _merencanakén- pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan
. Daerah (RPJPD, RPJ MD dan RKPD) sub bidang penelitian sumber daya
| . ~ alam; | |
| d. merencanakan pélaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah
1; " dan RPJMD sub'bidang penelitian sumber daya alam; |
I\ e " membuat konsep 'pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
| Daerah sub bidang penehtlan sumber daya alam;
1 ' 1. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkalt
: | o penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPUMD
% dan RKPD) sub bidang penelitian sumber daya alam;
g. mempersmpkan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
sub bidang penehtlan sumber daya alam;

h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah

~ sub bidang penelitian sumber daya alam;
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" merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas

Nasional sub bidang penelitian sumber daya alam;

 merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar

Daerah sub bidang penelitin sumber daya alam;
memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan

tugas/penugasan;
menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran

sub penglitian sumber daya alarh;

'melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran penelitian Sub

Bidang penelitian sumber daya alam dengan SKPD terkait;
mdakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
evaluasi pelaksanaan dan melaporkan - kegiatan penelltlan dan
pengembangan di sub b1dang penelitian sumber daya alam;
fnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Urai_én tugas Kepala Sub Bidang Penelitian Perekonomian dan Koperasi
adalah:

S a.

merancang penyusundn | dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sub bidang - penelitian perekonomian
koperasi; | | '
menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kex]a Perangkat
Daerah'sub bldang penelitian perekonomian dan koperasi; -
merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang penelitian
perekonomian dan koperasi; o
merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah
dan RPJMD sub bidang penelitian perekonomian dan koperasi;
membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah sub b1dang pen elitian perekonorman dan koperasi;

mempersiapkan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD

dan RKPD) sub bidaing penelitian perekonorm'ah dan koperasi;

- mempersiapkan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD

sub bidang penelitian perékonomian dan koperasi;
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merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah
sub bidang penelitian perekonomian dan koperasi; '_
merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas

Nasional sub bidang penelitian perekonomian dan koperas1

‘merencanakan pelakbanaan kesepakatan bersama kerjasama antar

daerah Sub Bidang Penelitian Perekonomian Dan Koperas1,
memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;b

‘melaporkan kepada Kepala Bidang setiap selesai melaksanakan

tugas/penugasan;

mmenyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran

- sub bidang penelitian perekonom1an dan koperasi;

melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran sub b1dana
penelitian perekonomian dan koperasi dengan SKPD terkait;

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
evaluasi pelaksanaan dan melaporkan kegiatan 'peneliﬁaﬁ dan
pengembangan di sub bidang perekonomian dén koperasi, | |
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Uraign tugas Kepala Sub Bidang Inovasi dan Téknqlogi adalah;

a.

merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) sub bidang inovasi dan teknologi; o
menganalisis REnstr_a Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 'Pera_ngk‘at
Daerah sub bidang inovasi dan teknologi;

merencanakan peléksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang inovasi dan teknolog;

. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah

dan RPJMD sub bidang inovasi dan teknologi;

fnembuat konsep 'per.n"binaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah sub bidang inovasi dan teknologi; |
mempersiapkan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) sub bidang inovasi dan teknologi; - |
merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
sub bidang inovasi dan teknologi; , -
merencanakan sinergitas dan harmonisasi Keglatan Perangkat Daerah
sub bidang inovasi dan teknolog1,
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merencanakan dukli_ngan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas

Nasional sub bidang inovasi dan teknologi;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama Antar

- Daerah sub bidang inovasi dan teknologi;

memberikan saran dan bahan kepada kepala bidang 'dalam rangka

pengambilan keputusan /kebijakan;
melaporkan kepada kepala bidang setiap selesai melakukan

‘tugas /penugasan;

menylapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran

- sub b1dang inovasi dan teknologl,

melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran sub bidang

inovasi dan tekhnologi dengan SKPD terkait;

. " melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta

evaluasi pelaksanaan dan melaporkan kegiatan pene11t1an dan
pengembangan di sub bidang i inovasi dan teknologi;
mengintegrasikan kebijakan inovasi dan teknologi daerah dalam

perencanaan pembangunan daerah;

- meny1apkan bahan-bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi

hasil-hasil kelitbangan melalui pemaniaatan teknologl informasi dan

komunikasi atau media Iamnya,

. menginventarisasi dan menyiapkan fasilitasi teknologi dan inovasi

daerah yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
daerah;

melakukan tugas lain yéhg diberikan oleh kepala bidahg sesuai de'ngali
tugas dan fungsinya. '

BAB IV
UN IT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 22

Pembentukan nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis ‘

akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapahuli Tengah.

(1.

BAB Y
K]ELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan fungs1onal mempunyal tugas melaksanakan sebaglan

' tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan,
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(2) Kelompok jabatan fungsionél terdiri dari jumlah tenaga fungsional dalam

jenjang jabatan fungsional yang dalam beberapa kelompok bidang
keahhannya,

(3) Setiap kelompok jabatan fungsmnal sebagaimana dimaksud ayat (2)

dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang dihunjuk oleh Kepala Badan;

(4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
 kerja; -

' (5) Jenis jenjang jabatan fungsional dan pembinaan terhadap tenaga fungsional

~diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang-berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretans, Para Kepala

Bidang, para Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian wajib membangun,

memelihara, membina dan melaksanakan komunikasi vertikal dan

. horizontal, koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah lainnya

- serta pihak terkait deﬁgan menerapkan prinsip partisipasi, trensparan dan
akuntzbilitas; ' 4
{2) Sétiap pejabat struktural di perangkat daerah wajib menerapkan

pengawasan melekat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

N Pasal 25
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 21
Tahun 2008 tentang Uraian Pokok dan Fungéi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuh Tengah dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.

Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengena1
pelalx.,anaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupat1

{



=

- 3'0 -
. Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. -

Agar seﬁap orang mengetahuinya, mémeﬂntahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kaﬁupaten Tapanuli
Tengah.. :

Ditetapkan di Pandan .
pada tanggal 6 Maret 2017
~ Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd
PUKIT TAMBUNAN
Diundangkan di Pandan

pada tanggal 7 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

e
HENDRI SUSANTO IZMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 11




